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PETA BIOMASSA DAN LUMBUNG DEFORESTASI BARU INDONESIA
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Sumber Data

1. Batas Administrasi Provinsi BIG, 2022

2. Hutan Tanaman Eneregi, Koalisi Biomassa Indonesia 2021
3. Perhutanan Sosial, KLHK 2022

4. PBPH, KLHK 2023

5. PLTU Co-firing, Koalisi Biomassa Indonesia 2021

Proyeksi Deforestasi:
4,65 jutaHa
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Timeline Kebijakan

Target Mitigasi NDC
sektor Hutan & Penggunaan
Lahan dan Energi.

Sebesar 970/0

UUD No. 16
Tahun 2016

Target penurunan emisi
Indonesia (NDC Indonesia)

2°6-1,9°C

Dari Total
Komitmen
Nasional

"Enhanced NDG"
29% —— 31,89%

Tanpa syarat (BAU)

81% —— 43,20%

Dukungan Internasional pada
tahun 2030

Target 2025-2050 o

Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2017 tentang RUEN.

23% 31%
v \
2025 2050 _

o PERPRES No. 112
tahun 2022

Tentang Percepatan Energi
Terbarukan Untuk Penyediaan
Tenaga Listrik

Penyediaan Kapasitas
Pembangkit Listrik ™ J

45,1 GW

PLT Bioenergi

mengutamakan bauran energy
yang berasal dari biomassa
Target
12,2% 15,5%
1 l

PLTU— Co-firing
PLTU berpotensi untuk
dilokukan CO-Firing dengan
total 52 PLTU di Indonesia ru

14 juta ton/tahun

167,6 GW
(woodpellet)

(2025) (2050)



Strategi percepatan Eneryi Baru Terbarukan
Konservasi Energi
Primer Fosil 02
Dengan penggantian teknologi | <
pembangkit/konversi. PLTD

atau PLTU digantikan dengan
PLTEBT.

o substitusi Energi
Primer/final

Dengan menggunakan

eksisting teknologi :

program B30-B50, cofiring,
Pemanfaatan RDF.

Pemantaatan EBT
Non Listrik
Seperti bahan bakar

nabati, biobriket, biogas,
dan biomethane/bio-CNG

. o 3 Penambahan

kapasitas EBT

Untuk memenuhi
demand baru; fokus
kepada PLTS




“Salah satu hal yang dilakukan oleh Kementerian LHK dalam
mendukung EBT adalah melalui pengembangan Hutan
Tanaman Industri untuk Bioenergi atau disebut dengan

HutanTanamanEnergi. Sebagai mana tertuang dalam
Peraturan Menteri LHK Nomor 62 Tahun 2019 yang
menjelaskan bahwa tanaman energi adalah tanaman yang
diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan
energi terbarukan yang berasal dari sumber nabati baik
berupa biomassa, biofuel, dan tanaman penghasil hasil
hutan bukan kayu.”

Dalam lampiran Kepmen LHK No.168 Tahun 2022 Rencana
Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.




POTENSI HUTAN TANAMAN ENERGI
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Total luas potensi hutan tanaman energi (HTE) =
1.292.766 ha

Total unit usaha yang berkomitmen mengembangkan

hutan tanaman energi dan bioenergi = 31 unit usaha Sumber: Dit. Usaha Hutan Produksi KLHK



"...redlisasi sampai tahun 2021 kemarin untuk capaian
energi baru terbarukan 11,7% jadi memang masih tinggi
gap-nya untuk bisa menuju ke 23%. ...Strategi
percepatan penggunaan EBT yaitu substitusi energi
primer atau tetap menggunakan eksisting teknologi.
Yaitu B30, B40 B50, ...Cofiring pemanfaatan biomassa

untuk PLTU Pembangkit berbasis batubara."




PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN (ENERGI)A FOLUNETSINK 2030

TARGET NDC DAN FOLU NETSINK

20112024 2030 Aktual 2019 EKSPANSI BARU
9.307 (X1000 HA)  11.227 (X1000 HA)  5.117 (X1000 HA) 6.110 (X1000 HA)

IZIN BARU (HA)

PHL (PBPH HT) PSKL (PIAPS) KEMAMPUAN EKSPANSI BARU
1.346.427 697.901 2.044.328

|4l

KEKURANGAN PEMENUHANIH®BjUta HA)

Kemitraan Kehutanan Multiusaha Kerjasama PBPH HT X PS

Sumber: renops folunetsink
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Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Perum
Perhutani misalnya) mengajukan PBPH
melalui 0SS.

Transformasi IUPHHK-HA dan °
[UPHHK-HT

Kerjasama PBPH dengan
Koperasi Masyarakat.

Penerhitan PBPH pada hutan produksi untuk
usaha  pemanfaatan  kawasan dan |
pemantaatan hasil hutan kayu melalui 0SS/
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W9 Arahan Pemanfaatan PBPH-HT PETA DEFORESTASI DAN TUTUPAN HUTAN
I ocforestasi 2017 - 2021 DALAM PETA ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK
——— PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
- - Tutupan Hutan 2021

PBPH_HP

834.648

CH 36.819,2(

117.507,8t

988.975,4.




Areal Pengganti TMKH
Blok Pemberdayaan
Gambut Bebas Izin
Indikatif PILHA

IPHPS
Kelola Sosial
Perhutani
Proses PS

ProsesPS_Tambah
Rekom PS TORA

UsulanPS
Total

2.307,53
1.304.583,99
484.954,85
8.472,65
112.938,13
868.369,76
137.272,31
202.218,38
684,25
28.081,20
473.884,81

3.623.767,87

914,68 5.638,37
164.837,80  1.005.355,71
26.968,75 342.541,62
5.318,47 162.277,24
3.846,67 101.082,70
171.744,17  1.106.160,00
3.526,98 122.224,17
32.490,08 235.310,68
243,90 10.836,46
2.451,66 4.746,13
123.858,93  1.331.343,59
536.202,09 | 4.427.516,68

8.860,58
2.474.777,50
854.465,22
176.068,36
217.867,50
2.146.273,93
263.023,46
470.019,15
11.764,61
35.279,00
1.929.087,33
8.587.486,64

PETA TUTUPAN HUTAN DAN DEFORESTASI PIAPS REV VI INDONESIA

T
oo

Sumber Data

1. Batas Administrasi Provinsi BIG, 2022
2. PIAPS REV VI, KLHK 2023

3. Tutupan Hutan, FWI 2022
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Tata Cara Permohonan Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan - - N

Larangan Pemegang Persetujuan
- - Penggunaan Kawasan Hutan

kewajiban penggantian biaya investasi paling

! 2 : / :
kegiatan pertanian dalam rangka ketahanan energi I = P Sebelum memperoleh penetapan batas Areal Kerja Penggunaan
dikecualikandat) persyaratan teknis pembuatan Peta N // Kawasan Hutan, namun dikecualikan dalam membuat persemaian
; : - b N o |-~ / pertanian ketahanan enrgi
citra penginderaan jauh s sy /\
- ian Bi i Persetui
- e XA B Penggantian Biaya Investasi Persetujuan
PNBP Persetujuan Penggunaan’ — — — _ . A\ e y '
Kawasan Hutan dan Kewajiban " S K l u s / N = Penggunaan Kawasan Hutan

Tanpa dikenakan kewajiban membayar
PNBP Penggunaan Kawasan Hutan,
membayar PNBP Kompensasi, dan
melakukan penanaman dalam rangka

=
2ol el &
Rehabilitsai DAS. 5 v -~ ,/ \ /
P /

3 /

: /
Persyaratan Teknis /
Permohonan Persetujuan /

Pelepasan Kawasan Hutan I
Luas Persetujuan Pelepasan Kawasan
Hutan untuk Kepentingan Pembangunan
di Luar Kegiatan Kehutanan

60.000 Ha

Tidak ada kewajiban rekomendasi
gubernur dan tidak ada laporan Tim
Terpadu untuk areal yang berada pada
Peta Pencadangan HPK Tidak Produktif / satu pemohon dalam satu
provinsi

300.000 Ha JRasirol

Diberikan secara bertahap dengan luas
paling banyak 30.000 Ha.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
Secara Parsial untuk Kepentingan
Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

Dapat dilakukan pada Kawasan HPK
atau kawasan hutan produksi tetap.

lama 2 (dua) tahun

~ penataan Batas Kawasan Hutan

Dapat ditetapkan menggunakan Batas Virtual.

_ . Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan akan mengikuti alokasi
pada RTRWP/RTRWK untuk dijadikan/ditetapkan
kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi
konversi.




Perubahan Peruntukan Kawasan
Hutan Dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan

Penggunaan Kawasan
Hutan

Pemaniaatan Hutan




Aksesibilitas HTI
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Peta Aksesibilitas HPH, HTI, HTE, Perhutanan Sosial
Terhadap PLTU Indonesia

Davan City

Bandar Seri
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Legenda Dibuat : 21 Oktober 2022 Datum : D_WGS_1984
" o N Kontak : ogy@fwi.org Proyeksi : GCS_WGS_1984
[ Titik PLTU - Cofiring —— HPH Website : www.fwiorgid  Sumber Data: Batas Administrasi (BIG, 2021)
I = aars HTE, HTI, HPH (KLHK,2022
Batas Administrasi Provinsi Tingkat Aksesibilitas A PS (KLHK, 2021() )
Perhutanan Sosial ]:] Tinggi ) Deskripsi :
> Kilometers Peta aksesibilitas ini dibuat dengan
HTE D Sedang 0 1625 325 650 975 1,300 menggunakan Analisis Cost Distance
dengan menggunakan jalan, topografi,
M HTI I:l Rendah dan landcover sebagai input.







